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Abstract 

After the implementation of the Padang City Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning 

Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Drinks has implications for the circulation 

of alcoholic drinks in the City of Padang. The Civil Service Police Unit as a regional 

apparatus in carrying out its duties has a supervisory function over the community, apparatus, 

or legal entity for the implementation of Regional Regulations and Regional Head 

Regulations. Satpol PP in supervising alcoholic drinks in the city of Padang is carried out 
against 1) Direct sellers or retailers of alcoholic drinks of class B and / or C, or alcoholic 

drinks containing spices, herbal medicine and / or the like, 2) Sales and / or packaging of 

drinks class B and / or class C alcoholic drinks, 3) The location for storing or selling alcoholic 

drinks of class B and / or class C. As for the constraints of the role of the civil service police 

unit in monitoring alcoholic drinks in Padang city, namely: 1) Limited number of personnel 

and facilities making the Satpol PP of Padang City in supervising alcoholic drinks not 

maximally, 2) There is resistance by direct sellers or retailers of alcoholic drinks, 3) Business 

actors who have been repeatedly disciplined are still carrying out activities to sell alcoholic 

drinks. How to Overcome Obstacles From the Role of Civil Service Police Units in 

Supervision of Alcoholic Drinks in Padang City, namely: 1) Padang City Satpol PP tries to 

meet the number of personnel and facilities needed by recruiting personnel and purchasing 

facilities, 2) Padang City Satpol PP continues supervise alcoholic beverage sales places that 

are not in accordance with the provisions in a humane and professional manner, 3) Satpol PP 

will continue to supervise alcoholic drink sellers consistently and continuously. 

 

Keyword: The Role Of The Pamong Praja Police, Alcoholic Beverages. 

 

A. Pendahuluan  

 Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama 

minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, 

wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media 

elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi 

dengan munculnya minuman keras oplosan yang sering dijumpai di kios-kios pinggir 

jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan 

dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika mereka telah 

mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa 

ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak 

terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi 

akibat dari minuman keras. Persoalan ini semakin meluas ketika dampak negatif tersebut 
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tak hanya merugikan sang pelaku, tapi juga merugikan banyak orang. Contoh kasus 

adalah pada pengendara yang mabuk, konsentrasi adalah hal mutlak yang harus 

diperhatikan saat berkendara. Konsentrasi yang buruk apalagi disebabkan oleh suatu 

keadaan dalam hal ini mabuk dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi 

pada pengendara yang mabuk dan juga pengendara lain disekitarnya .  

Dalam hal menekan jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha 

minuman beralkohol, Pemerintah Kota Padang membuat sebuah Produk Hukum dalam 

melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah 

Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan 

Minuman Beralkohol. Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi 

Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi 

Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang 

baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam 

hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya 

ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk 

penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah. Dalam melakukan 

penertiban, tidak jarang terjadi pertengkaran antara Satuan  Polisi Pamong Praja sebagai 

penegak perda dengan pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usaha 

minuman beralkohol, bahkan berujung kekerasan, seperti yang pernah diberitakan oleh 

media cetak dan media elektronik. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Padang? 

2. Apa yang menjadi kendala dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang? 

 

C. Hasil Pembahasan 

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di 

Kota Padang 
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Satpol PP dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang 

mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 24, yang 

dilakukan terhadap : 

1. Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C, atau 

Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan/Atau 

Sejenisnya. Pengawasan dilakukan terhadap  95 tempat yang berada di wilayah 

Kota Padang, dan yang memiliki SIUP-MB adalah sebanyak 23 tempat yaitu : 16 

tempat Hotel berbintang 3, 4 dan 5, serta7 tempat lainnya, Dan terdapat 9 tempat 

yang tidak memiliki SIUP-MB namun melakukan penjualan langsung atau 

pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C. Terhadap minuman 

beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan/atau sejenisnya yang 

pernah ditertikan oleh Satpol PP Kota Padang ada di beberapa lokasi yakni : Kedai 

di Pasar Simpang Haru, Kedai di Simpang Gia Tabing, Kedai di Muaro Padang, 

Kedai di Bukit Lampu dan Kedai di Bukit Gado-Gado Padang. 

2. Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan B Dan/Atau 

Golongan C 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan para penjualan langsung atau pengecer 

minuman beralkohol golongan B dan/atau C yang memiliki SIUP-MB dan tidak 

memiliki SIUP-MB, kedapatan menggabungkan tempat penjulannya dengan 

barang lainnya dan menjual beberapa minuman beralkohol dalam kemasan tidak 

sesuai dengan ketentuan. Kepada tempat yang memiliki izin menjual minuman 

beralkohol golongan B dan golongan C, Tim pengawasan melalui Dinas 

Perdagangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama 

dan kepada tempat yang tidak memiliki izin, tim melaui Satpol PP melakukan 

tindakan yustisi yaitu penertiban terhadap minuman beralkohol tersebut dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk 

diadili.  

Salah satu pemilik tempat yang diberikan sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis mengatakan sangat senang dengan kehadiran Satpol PP bersama 

dengan tim melakukan pemeriksaan rutin ketempat mereka, karena mereka 

memiliki izin yang lengkap salah satunya adalah SIUP-MB, mereka berharap 

tempat mereka menjadi percontohan bagi pemilik usaha yang sama untuk menaati 

peraturan pemerintah seperti memiliki izin yang lengkap agar pada saat petugas 
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melakukan pemeriksaan tidak terjadi keributan atau hal-hal yang tidak di inginkan. 

Dan untuk sanksi yang diterima akan ditindaklanjuti supaya sesuai dengan 

Peraturan Daerah.  

Pemilik tempat yang menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-

MB mengatakan Terkait dengan masalah izin pihaknya telah berupaya mengurus 

izin, namun pemerintah kota salah satunya adalah Dinas Perdagangan tidak 

memberikan rekomendasi untuk pengeluaran SIUP-MB sehingga selalu 

mempersulit kami dalam hal pengurusan izin. Kami menjual minuman beralkohol 

karena banyak diminati oleh pengunjung, setiap tamu yang datang pada umumnya 

mereka meminta minuman tersebut, seandainya tidak kami sediakan maka tempat 

kami akan sepi pengunjung dan akhirnya usaha kami akan gulung tikar.   

Terkait masalah perizinan Dinas Perdagangan hanya memberikan rekomendasi 

SIUP MB untuk penjual langsung atau pengecer yang menjual minuman 

beralkohol golongan B dan C yang mengeluarkan izin tersebut adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. 

Rekomendasi tersebut tidak bisa dikeluarkan karena mereka tidak memiliki Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota 

Padang dan rekomendasi tersebut juga tidak bisa diberikan karena mereka 

melanggar ketentuan tentang lokasi penjulan minuman beralkohol golongan B dan 

golongan C.  

3. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan 

B dan/atau Golongan C 

Dari hasil temuan dilapangan terdapat 3 lokasi yang memiliki SIUP-MB 

namun berada di kawasan yang dilarang yaitu berjarak 300 meter dari rumah 

ibadah, berjarak 60 meter dengan perkantoran dan berjarak 50 meter dari sekolah. 

Terhadap lokasi yang melanggar ketentuan penjualan minuman beralkohol 

golongan B dan/atau golongan C Satpol PP Kota Padang berkoordinasi dengan 

Dinas Perdagangan Kota Padang selaku Pembina dari Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2012 untuk ditindaklanjuti.  

2.  Kendala Dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman 

Beralkohol di Kota Padang 

1. Jumlah personil dan sarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang terbatas 

yaitu personil sebanyak 493 orang dan sarana yang dimiliki adalah sebanyak 36 
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unit dibandingkan dengan jumlah  penduduk kota Padang yakni sebanyak 950.871 

jiwa, luas wilayah administrasi Kota Padang 694,96 km2, serta jumlah Peratuan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diawasi di 11 kecamatan dan 104 

kelurahan yang ada di Kota Padang, idealnya personil Satpol PP Kota padang 

adalah sebanyak ± 900 orang. sehingga membuat Satpol PP Kota Padang dalam 

melakukan pengawasan minuman beralkohol tidak maksimal, karena masih 

ditemukan penjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C di luar 

ketentuan.   

2. Adanya perlawanan yang dilakukan oleh penjual langsung atau pengecer minuman 

beralkohol kepada Satpol PP bahkan sampai kepada tindak kekerasan. 

3. Pelaku usaha yang telah berulang kali ditertibkan masih melakukan kegiatan 

menjual minuman beralkohol tersebut.  

3. Cara Mengatasi Kendala Dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam  

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang  

1. Satpol PP Kota Padang berusaha untuk memenuhi kebutuhan jumlah personil dan 

sarana  yang diperlukan dengan cara mengadakan rekrutmen personil dan 

pembelian sarana setiap tahunnya, sehingga jumlah personil dan sarana yang 

diperlukan tercukupi. Namun hal tersebut harus berdasarkan ketersediaan anggaran 

daerah. 

2. Satpol PP Kota Padang terus melakukan pengawasan terhadapan tempat-tempat 

penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan secara humanis 

dan profesional, dengan harapan bisa menimbulkan kesadaran bagi para pelanggar 

dan bisa mengurangi benturan antara Satpol PP dengan para pelanggar tersebut.      

3. Satpol PP akan terus melakukan pengawasan terhadap penjual minuman 

beralkohol secara konsisten dan continews agar penjualan minuman beralkohol 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga 

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diakibatkan orang 

yang mengkonsumsi minuman beralkohol dapat diminimalisir. 

D. Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang Satpol PP 

mengawasi Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B 

dan/atau C, atau Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu 
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Dan/Atau Sejenisnya, Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan 

B Dan/Atau Golongan C. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan 

Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C. 

2. Kendala Satpol PP dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota 

Padang antara lain : Jumlah personil dan sarana yang terbatas, Adanya perlawanan 

dari penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung atau 

pengecer minuman beralkohol yang telah berulang kali ditertibkan masih melakukan 

kegiatan menjual minuman beralkohol tersebut. 

3. Cara mengatasi kendala tersebut adalah  Satpol PP Kota Padang berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan jumlah personil dan sarana yang diperlukan dengan cara 

mengadakan rekrutmen dan pembelian sarana, Satpol PP Kota Padang terus 

melakukan pengawasan terhadapan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol 

yang tidak sesuai dengan ketentuan secara humanis dan profesional, serta  Satpol PP 

akan terus melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol secara 

konsisten dan continew. 
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